WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, perlu
penyesuaian pada uraian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-
2026;

bahwa uraian Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kota Blitar dan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026
tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 99
Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;

bahwa Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2022-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
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.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551});

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan  Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
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Menetapkan

-3-

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar
Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun
2022 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 99
TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar
Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun
2022-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor
99) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO
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Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 19]91210 200604 1 008
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6. IKU RSUD MARDI WALUYO

INSTANSI ¢ RSUD MARDI WALUYO

S I* G

TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pelayanan kesehatin perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan medik dan penunjang medik,

pelayvanan keperawatan dan kebidanan dan pelavanan non medik

FUNGSI © 1. Penyelengparaan pelavanan pengobatan dan pemubihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

2. Pemeliharsan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan vang paripurna tingkat [T sesuai kebutuhan

medig;

3, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatiban sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan;

R -

pengkoordinasian penyelengparaan pelavanan Kesehatan;

pendulung penyelengearaan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;

penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang med:s, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan;

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KINERJA UTAMA / INDIKATOR - PENJELASAN / FORMULAS] PENANGGUNG
No SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA BRI GRSt PENGHITUNGAN SHMEERRAED JAWAB
1 Meningkatnyva mutu pelayanan |Akreditasi RSUD Akreditasi Rumah  sakil | Pemenvhan standar  akreditasi | Hasil survey Dircktur REUD

kesehatan masyarakat

adalah pengakuan
terhadap mutu pelayanan
Rumah  Sakit, setelah
dilakukan penilaian bahwa
Rumnah Sakit telah
mementihi Standar
Akreclitasi

rumah sakit sesual ketentuan pada | akreditasi rumah

tabiun berjalan

sakit
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